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BAB V 

Penutup 

 

1. Kesimpulann 

Berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya, berikut kesimpulan penulis terkait 

dengan perlindungan hukum terhadap konsumen makanan ringan impor tanpa izin 

edar yang dijual melalui situs e-commerce: 

1.1. Pihak pembeli makanan ringan impor tanpa izin edar dapat digolongkan 

sebagai konsumen karena memenuhi unsur-unsur konsumen sebagaimana 

tercantum dalam definisi UUPK, yaitu orang yang memakai barang yang 

tersedia-dalam masyarakat, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, dan barang 

tersebut tidak untuk diperdagangkan kembali. Kemudian, pihak importir yang 

memperdagangkan makanan ringan impor tanpa izin edar dapat digolongkan 

sebagai pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam definisi pelaku usaha pada 

Pasal 1 ayat (3) UUPK. Dengan demikian, para pihak dalam transaksi jual beli 

makanan ringan impor tanpa izin edar melalui situs e-commerce merupakan 

pihak-pihak yang diatur oleh ketentuan UUPK, sehingga para pihak tersebut 

memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilindungi. 

Adanya perdagangan melalui e-commerce juga menjadikan konsumen dan 

pelaku usaha makanan ringan impor tunduk pada ketentuan PP No. 80 Tahun 

2019, di mana pelaku usaha mengemban kewajiban sebagai merchant. 

1.2. Perdagangan makanan ringan impor tanpa izin edar melalui situs e-commerce 

telah melanggar hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 

dalam mengkonsumsi suatu barang. Izin edar menjadi salah satu standar yang 

wajib dan dipersyaratkan terhadap makanan olahan. Izin edar juga diperlukan 

untuk menjamin bahwa suatu makanan telah memenuhi standar penilaian 

keamanan pangan, mutu, serta gizi pangan, sehingga apabila suatu makanan 

ringan diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin edar, konsumen dapat 

mengalami kerugian berkaitan dengan kesehatannya. 

1.3. Hak lainnya yang dilanggar dalam perdagangan makanan ringan impor tanpa 

izin edar melalui situs e-commerce adalah hak konsumen atas informasi yang 

benar, jelas, dan jujur. Dengan tidak dicantumkannya keterangan izin edar yang 
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jelas pada label kemasan, maka konsumen tidak dapat mengetahui kandungan 

yang terdapat dalam makanan yang akan dikonsumsi. Pedagang makanan 

ringan impor di situs e-commerce juga secara khusus termasuk juga ke dalam 

definisi pelaku usaha pedagang (merchant) yang diatur dalam PP No. 80 Tahun 

2019, sehingga pedagang makanan ringan impor di situs e-commerce juga 

memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konsumen atas informasi dalam 

perdagangan elektronik. Oleh karena itu, peredaran makanan ringan impor 

yang tidak disertai dengan informasi legalitas produk yang jelas pada situs e-

commerce telah melanggar hak konsumen dalam memperoleh informasi yang 

benar, jelas, dan jujur dalam mengkonsumsi suatu barang.  

1.4. Perdagangan makanan ringan impor tanpa izin edar melalui situs e-commerce 

termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu 

memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai 

dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan. Oleh karena itu, pelaku usaha makanan ringan impor tanpa izin edar 

wajib untuk memberikan ganti rugi terhadap kerusakan, pencemaran, dan/atau 

kerugian konsumen atas barang yang diperdagangkannya sebagai bentuk 

tanggung jawab. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, 

pengembalian barang sejenis, perawatan kesehatan, maupun santunan.  

1.5. Tanggung jawab pelaku usaha makanan ringan impor tanpa izin edar berupa 

tanggung jawab kontraktual. Hal tersebut dikarenakan terdapat hubungan 

langsung antara pelaku usaha dengan konsumen yang didasarkan pada kontrak 

elektronik dalam transaksi melalui situs e-commerce. Tanggung jawab 

kontraktual ini tidak dibebankan kepada pihak e-commerce karena adanya 

pembatasan tanggung jawab antara pelaku usaha pedagang dengan 

penyelenggara sistem elektronik. 

1.6. Konsumen yang membeli makanan ringan impor tanpa izin edar melalui situs 

e-commerce dapat menggugat pelaku usaha atas kerugian yang dialaminya 

dengan melakukan upaya penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan yang 

telah disepakati oleh para pihak dalam kontrak elektronik. 
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2. Saran 

2.1. Konsumen makanan ringan impor tanpa izin edar dapat melakukan tindakan 

pelaporan terhadap pelaku usaha yang menimbulkan kerugian dalam PMSE 

kepada menteri di bidang perdagangan agar pelaku usaha yang dilaporkan 

dimasukkan ke dalam daftar prioritas pengawasan oleh menteri; 

2.2. Pemerintah melalui BPOM dapat meningkatkan pengawasan post-market 

terhadap peredaran makanan ringan impor tanpa izin edar, khususnya yang 

diedarkan melalui situs-situs e-commerce, mengingat adanya peningkatan 

pesat terhadap perilaku belanja online di Indonesia. Oleh karena itu, 

pelanggaran hak-hak konsumen terkait hak atas-kenyamanan, keamanan, 

dan-keselamatan serta hak konsumen atas informasi dalam perdagangan 

secara elektronik dapat lebih terlindungi dengan baik. 

2.3. Meskipun telah ada pembatasan tanggung jawab antara situs e-commerce 

selaku penyelenggara sistem elektronik dengan pihak pedagang (mechant) 

melalui PP No. 80 Tahun 2019 dan SE Kominfo No. 5 Tahun 2016, namun 

disarankan agar situs e-commerce memperketat syarat-syarat bagi pedagang 

(merchant) yang akan melakukan kegiatan usaha melalui situs e-commerce. 

Syarat tersebut dapat dicantumkan pada syarat penggunaan atau perjanjian 

lisensi agar pedagang (merchant) memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan sebelum mengedarkan produknya. Selain itu, situs e-commerce 

juga dapat menjatuhkan sanksi berupa penonaktifan akun pengguna kepada 

pihak pedagang (merchant) yang melanggar syarat penggunaan atau 

perjanjian lisensi. 

2.4. Diperlukan kesadaran hukum bagi pelaku usaha terhadap hak dan 

kewajibannya dalam memperdagangkan makanan ringan impor, demikian 

pula sama halnya dengan kesadaran hukum konsumen untuk lebih cermat dan 

berhati-hati dalam memilih produk yang akan dikonsumsinya. Upaya 

peningkatan kesadaran hukum tersebut dapat dilakukan dengan tindakan 

sosialisasi oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga yang berkaitan dengan 

tugas pengawasan izin edar ataupun lembaga perlindungan konsumen di 

masyarakat. 
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